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Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Y ang
Berkaitan Dengan Tanah lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap suatu lembaga jaminan yang
kuat dan mampu meberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat
didalamnya. Perampasan terhadap objek hak tanggungan oleh negara karenaterkait dengan tindak pidana
korupsi menyebabkan beralihnya objek hak tanggungan yang semula berapa di tangan pemegang hak
tanggungan kepada negara. Hal ini berpengaruh terhadap kedudukan pemegang hak tanggungan sebagai
kreditur preferen dan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan yang objeknya disita tersebut.Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Perampasan terhadap objek hak
tanggungan karena terkait dengan tindak pidana korupsi seharusnyatidak dilakukan jika terdapat hak pihak
ketiga yang beritikad baik dirugikan.Pemenuhan hak negara untuk mendapatkan penggantian kerugian
akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam bentuk sita penyesuaian. Sita penyesuaian menempatkan
pemegang hak tanggungan tetap berkedudukan sebagai kreditur preferen, sehingga memiliki kekuasaan
untuk menjual objek hak tanggungan apabila pemberi hak tanggungan cedera janji. Kewenangan tersebut
menunjukkan bahwa sertifikat hak tanggungan yang objeknya dirampas oleh negara karena terkait dengan
tindak pidanakorupsi tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan yang memiliki
kekuatan hukum tetap.Pel aksanaan perampasan terhadap objek hak tanggungan yang masih kerap terjadi
menunjukkan perlunya pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Hak Tanggungan terkait dengan
larangan mel etakkan sita diatas objek hak tanggungan, di samping itu, agar negara tetap dapat memperoleh
uang pengganti terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, hakim dapat mel etakkan
sita penyesuaian pada objek hak tanggungan tersebui.

...... Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land was born in
order to meet the need for a strong guarantee institution that is able to provide protection and legal certainty
to the parties involved in it. The confiscation of the object of mortgage by the state becauseit isrelated to a
criminal act of corruption causes the transfer of the object of mortgage which was originally in the hands of
the mortgage holder to the state. This affects the position of the mortgage holder as the preferred creditor
and the executive power of the mortgage certificate whose object is confiscated. The research method used in
this study is a normative juridical research method with a statutory and case approach.The confiscation of
the object of mortgage because it isrelated to a criminal act of corruption should not be carried out if the
right of athird party in good faith is harmed. The fulfillment of the state's right to obtain compensation for
losses due to corruption can be carried out in the form of confiscation of adjustments. The adjustment
confiscation places the mortgage holder in the position of the preferred creditor, so that he has the power to
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sell the mortgage object if the mortgage provider breaks his promise. This authority shows that the mortgage
certificate whose object is confiscated by the state because it is related to a criminal act of corruption still
has the same executive power as a decision that has permanent legal force. he implementation of
confiscation of dependent objects that still occur frequently shows the need for strict regulations in the
Morgage Rights Law related to the prohibition of confiscation of dependent objects, in addition, so that the
state can still obtain compensation for losses caused by corruption crimes. , the judge may place an
adjustment seizure on the object of the liability.



